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ABSTRAK Kata kunci:

Jual beli merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan [Hukum Perlindungan;
masyarakat indonesia, setiap hari ada saja orang yang melakukan kegiatan [Jual beli

jual beli. Pembelian dan penjualan dapat diartikan dilakukan oleh dua
pihak, yaitu penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. |Artikel ;

Dalam kegiatan jual beli terkadang ada salah satu pihak yang dirugikan, [Diterima:17/5/2024
khususnya konsumen. Oleh karena itu, undang-undang tentang |Diperbaiki: 20/5/2024
perlindungan telah diundangkan di Indonesia. Hanya sedikit masyarakat |Diterbitkan: 30/5/2024
Indonesia yang tidak menyadari pentingnya undang-undang
perlindungan konsumen, terutama dalam kegiatan dan penjualan. Atas
dasar tersebut penulis melakukan penelitian mengapa undang-undang
tentang perlindungan konsumen harus dipahami oleh penjual sebagai
pelaku usaha pembeli sebagai konsumen. Artikel ini akan membahas
tentang pentingnya hukum konsumen dalam jual beli. Mulai dari
pengertian membeli dan menjual, memahami hukum perlindungan
konsumen, pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi penjual dan
pentingnya hukum perlindungan konsumen bagi pembeli. Penelitian ini
menggunakan metode analisis deskriptif. Pasal ini menyimpulkan bahwa
hak atas perlindungan konsumen sangat penting dalam kegiatan jual beli,
bagi penjual sebagai pelaku usaha penting karena dapat mencegah
perbuatan sesuatu demi hukum dan hal-hal yang merugikan, pembeli
sebagai konsumen, itu yang penting dapat menjamin keamanan dalam
melakukan jual beli.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan
masyarakat indonesia, setiap hari ada saja orang yang melakukan kegiatan jual beli.
Jual beli dapat diartikan dilakukan oleh dua pihak , yaitu penjual sebagai pelaku
usaha dan pembeli sebagai konsumen. Dalam kegiatan jual beli terkadang ada salah
satu pihak yang dirugikan, khususnya konsumen. Misalnya konsumen mengalami
kerugian karena penjual sebagai pelaku usaha dalam penjualan produk tidak jujur
dan menipu. Karena itu di Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang
mengatur tentang perlindungan Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang tidak
menyadari pentingnya undang-undang perlindungan konsumen, khususnya untuk
kegiatan dan penjualan.

164


mailto:windaariyanti56@gmail.com

Juwnal Mancjemen, Akuntansi dan Pendidikan (QAMAPELIK)
Volume 1, Number 1, 2024

Puage; 164-170
DOI: 10.59971/jamapedik.v1il.22

Berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian untuk
mengetahui mengapa hukum perlindungan konsumen penting untuk dipahami oleh
pihak penjual selaku pelaku usaha dan pembeli selaku konsumen. Sehingga kita
dapat mengetahui seberapa pentingnya memahami hukum perlindungan
konsumen, dan juga dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
Artikel ini akan membahas pentingnya hukum konsumen dalam jual beli. Mulai
dari pengertian jual beli, pengertian hukum perlindungan konsumen, pentingnya
hukum perlindungan konsumen bagi penjual dan pentingnya undang-undang
perlindungan bagi pembeli.

METODE
Penelitian ini bersifat deskriftif (menggambarkan), analisis (menguraikan).
Setelah data terkumpul sedemikian, diolah sehingga menjadi terarah dan sistematis,
mulai menuliskan data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit,
mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan.

HASIL DAN DISKUSI

Hukum Perlindungan Konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa
untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk
memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali. Dengan kata
lain, peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia
barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen. Dalam Pasal UUPK disebutkan
bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 3Az. Nasution, Hukum Perlindungan
Konsumen; Suatu Pengantar (Jakarta: Diadit Media, 2006).sesuai dengan nilai tukar
dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa; hak untuk
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang
dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya; dan sebagainya. Selain itu, kewajiban bagi pelaku usaha
sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti
rugi dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan lain lain. Dalam Pasal 8 UUPK
lebih dijelaskan dengan terang bahwa pasal ini melarang pelaku usaha untuk
memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan
dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa
tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang terima
dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk
pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Hukum perlindungan konsumen seperangkat peraturan yang mengandung
prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengatur dan bertujuan untuk melindungi
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kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli, serta menciptakan suasana yang
aman dan nyaman. Hal ini mencakup segala aspek dalam hubungan antara
penyedia produk konsumen (penjual) dan pengguna produk tersebut (pembelsi)
dalam masyarakat. Beberapa pandangan juga menyatakan bahwa hukum
perlindungan konsumen merupakan bagian dari kerangka hukum konsumen secara
keseluruhan, yang fokusnya adalah mengatur dan melindungi kepentingan
konsumen. Az. Nasution, misalnya, menyatakan bahwa hukum konsumen
mengandung prinsip-prinsip yang mengatur dan melindungi kepentingan
konsumen.

Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai
serangkaian peraturan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen
dalam upaya memenuhi kebutuhan mereka. Pengertian yang jelas mengenai hukum
perlindungan konsumen sangat penting untuk menentukan tingkat perlindungan
hukum bagi konsumen. Semakin luas pengertian istilah dalam hukum perlindungan
konsumen, semakin besar pula kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan
perlindungan hukum dan merasa aman. Pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah
Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini dirancang untuk memberikan
manfaat sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak, yakni konsumen dan pelaku
usaha (seperti penjual dan pembeli), sehingga tidak ada pihak yang memiliki
kedudukan lebih tinggi daripada yang lain.

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara
pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba
(profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah
memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk
tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara
keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya
dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi
mempunyai posisi yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan seperangkat aturan
hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan konsumen. Perlindungan
konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban
negara untuk melindungi warga negaranya, khusunya atas produk yang halal dan
baik. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya
campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap
konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang No.
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kegiatan jual beli dapat diartikan sebagai transaksi pertukaran barang yang
mempunyai nilai, dimana pihak yang satu menjual barang tersebut dan pihak yang
lain pihak yang menjualnya sesuai dengan perjanjian. Singkatnya, jual beli adalah
transaksi satu penjual dan satu pembeli. Dalam suatu akad jual beli terdapat dua
pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjual adalah orangyang menjual
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barang dan jasa kepada konsumen/pembeli. Sedangkan pembeli adalah seseorang
yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu disebut konsumen. Dalam
kegiatan jual beli tidak selalu berjalan dengan baik, disana pasti hubungan dan
masalah terkait dengan pasokan dan produk konsumen antara pemasok dan mereka
di masyarakat.

Pemasok produk konsumen dapat dipanggil dan pengguna produk konsumen
dapat menjadi pembeli. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa undang-undang
perlindungan konsumen adalah bagian dari undang-undang perlindungan
konsumen yang lebih luas. “Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen
yang asas atau aturannya bersifat peraturan juga mengandung sifat-sifat yang
melindungi kepentingan.”Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau
hukum konsumsi dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan hukum yang
mengatur hak dan kewajiban dan produsen yang timbul dari usahanya untuk
memenuhi kebutuhan konsumen. Berdasarkan pemahaman tentang hukum
perlindungan konsumen, maka dapat sangat menentukan perlindungan hukum
terhadap. Sebab semakin luas makna dari istilah-istilah tertentu yang terkandung
dalam hukum konsumen, semakin besar kemungkinan konsumen memperoleh
perlindungan hukum dan rasa aman.

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 April 1999 telah mengesahkan
perlindungan konsumen diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan Konsumen, disertai penjelasannya sebagai berikut:

1. Asas Manfaat
Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh
manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah
pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun
kerugian.

2. Asas Keadilan
Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan
hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3. Asas Keseimbangan
Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan
konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan
Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari
produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak
akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum
Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen
dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang
menjadi hak dan kewajibannya.
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Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi diri;

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam
berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan keselamatan konsumen.

Contoh kedua yaitu hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa; konsumen/ pembeli.
2. Sedangkan pembeli adalah seseorang yang membeli barang atau
menggunakan jasa tertentu dan disebut konsumen.

Di Indonesia terdapat undang-undang yang berkaitan dengan jual beli,
termasuk UU Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen atau
hukum konsumsi dapat diartikan sebagai seperangkat hukum yang mengatur hak
dan kewajiban konsumen produsen yang timbul dari usahanya dalam memenuhi
kebutuhannya. Undang-undang perlindungan konsumen sangat penting bagi
penjual sebagai pelaku ekonomi, karena mencegah penjual melakukan hal-hal yang
dilarang oleh undang-undang dan juga dapat menghindari kerugian bagi
khususnya sebagai konsumen.

Jika penjual memahami undang-undang perlindungan konsumen, maka
mereka tidak akan melanggar undang-undang tersebut dan akan menjual sesuai
aturan yang telah ditetapkan. Undang-undang perlindungan konsumen juga sangat
penting atau esensial dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat memberikan
keamanan dan menghindari kerugian bagi pembeli sebagai konsumen. Dengan
undang-undang ini, pembeli juga memperoleh hak atas barang sesuai dengan
pemberitahuan sebelumnya atau sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak yang
bersangkutan sebagai pelaku usaha penjual dan pertingnya hukum perlindungan
konsumen bagi pembeli.
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KESIMPULAN

Undang-undang perlindungan konsumen sangat penting dalam transaksi jual
beli di Indonesia. Undang-undang ini mencegah penjual melakukan tindakan yang
melanggar hukum dan merugikan konsumen, serta memberikan jaminan keamanan
bagi pembeli. Dengan memahami hukum ini, penjual dapat beroperasi sesuai
aturan, dan konsumen memiliki hak atas barang atau jasa yang sesuai dengan
informasi yang diberikan. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan hukum
perlindungan konsumen sangat penting untuk menjaga keadilan dan keselamatan
dalam kegiatan jual beli di Indonesia.
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